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PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA 
NOMOR 1 TAHUN 20O2 

TENTANG 

ZIN PERUBAHAN PENGGUNAAN 
TANAH PERTANIAN KE NON PERTANIAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPAT JEPARA, 

Meimbang . a. bahrwa untuk menoegah perubahan penggunaan tanah pertarian 
ke non pertarian yang tidak terkendalikan, yang pada akhirnya 
dspat mengganggu usaha peningkatan produksi pangan dan 
mnerusk kelestaria Surber Daya Alam serta lingkungan hidup 
maka perlu di@tur dengan perizinan, 

Mengingat 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a, make untuk 
pelaksanaan perberian izin perubahan penggunaan tanah 
pertanian ke non pertanian serta penanikan retribusinya periu 
ditetapkan dengan Peraturan Daeral 

f Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah, 

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tertang Peraturan 
Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 
Nomor 104, Tambahan Lerbaran Negara Nomor 2043), 

3.Undang-Undang Nomor 51/Prp. Tahun 1960 tentang Larangan 
Pernakaian Tanah Tanpa lzin Yang Berhak al@u Kuasanya 
(Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 2106 ) 

4. Undang-Undang Nomor 56/rp. Tahun 1960 tentang Penetapan 
uas Tanah Pertanian (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 
174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2117), 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budaya 
Tanam (lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3478), 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA 
NOMOR 1 TAHUN 20O2 

TENTANG 

ZIN PERUBAHAN PENGGUNAAN 
TANAH PERTANIAN KE NON PERTANIAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI JEPARA, 

Menimbang . a. bahrwa untuk menoegah perubaan penggunaan tanah pertanian 
ke non pertanian yang tidak terkendalikan, yang pada akhirnya 
apat mengganggu usaha peningkatan produksi pangan dan 
mnerusk kelestaria Surber Deya Alam serta lingkungan hidup 
maka perlu di@tur dengan perizinan, 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut hurut a, mnaks untuk 
pelaksanaan pemberian izin perubahan penggunaan tanal 
pertanian ke non pertanian serta penanka retribusinya per\u 
ditetapkan dengan Peraturan Daeral 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten dalarm Lingkungan Propinsi Jaws 
Tengah, 

2.Undang-Undang Nomor 5 Tatun 1960 tertang Peraturan 
Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 
Nomor 104, Tambahan Lerbaran Negara Nomor 2043), 

3.Undang-Undang Nomor 51/Prp. Tahun 1960 tentang Larangan 
teenakglan Tarah Tnpa lzin Yang Berhak at@u Kusanya 
(Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 2106) 

4. Undang-Undang Nomor 56/rp. Tahun 1960 tentang Penetapan 
uas Tanah Pertanian (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 
174, Tambahan Lembaran Negara Norr 2117), 

5. Undang-Undang Noror 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budaya 
Tanam (lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3478), 
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6. Undang-undang Nomor 18 Tatun 1997 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara 3685) gebag&iran telah dirubah 
dengan Undang undang Nomor 34 Tahun 20DO (Lembaran 
Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4048), 

7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan 
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 88 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) 

8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan 
Lembaran Negara Nornor 3839) 

9. Peraturan Pererintah Nomor 25 Tahun 200O tentang 
Kewenangen Pererintah dan peenerinteh Propinsi Sebagal 
Daerah Otonom (Lembaran Negara Tatun 2000 Nomor 54 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952, 

10.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribus 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan 
Lembaran Negara Norr 4139), 

11.Peraturan Menteri Dalam Negeni Nomnor 5 Tahun 1975 te0tang 
Ketentuan-ketentuan Mengengi Penyediaan dan Perberian 
Tanah Untuk Keperluan Perusahaan 

12.Peraturan Menter Dalam Negeni Nomor 3 Tahun 1987 tentang 
Peryediaan dan Pemberian Hake Ates T8ah trtuk 
KeperlusPerusahaan, Perbangunan den Perukiran 

13.Keputusan Menteni Dalam Negeni Nomor 4 Tahu 1997 tentang 
penyidirk Pegawai negeni Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah, 

14.Keputusan Menteri Dalam Negeni Nomor 174 Tahun 1997 
tentang Pedoman tata care Perungutan Retribusi Daer8h; 

15.Keputusan Menteni Dalam Negeni Nomor 175 Tahun 1997 
tentang Tata cara pemeriksaan Dilbidang Retribusi Daerah 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Al Jepara Nomor 6 
T8bun 1990 tentang Penyidik Pegawei Negeri Sipil Di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat Il Jepara; 

Dengan Persetujuan 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAE RAH 

KABUPATEN JEPARRA 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TENTANG 
LIN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAM PERTANIAN KE NON 
pERANIAN 
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6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara 3685) gebag&iran telah dirubah 
dengan Undang undang Nomor 34 Tahun 200O (Lembaran 
Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4048); 

7Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan 
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3899) 

8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3839) 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 200O tentang 
Kwenangen Pererintah dan Pererinteh Propinsi Sebagal 
Daerah Otonom (Lembaran Negara Tatun 2000 Nomor 54, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 

10.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 20O1 tentang Retribusi 
Daerah (Lembaran Negara Tahu 2001 Nomor 119, Tambahan 
Lembaran Negara Norr 4139), 

11.Peraturan Menteri Dalam Negeni Nomor 5 Tahun 1975 te0tang 
Ketentuan-ketertuan Mengengi Peryediaan da Perberian 
Tanah Untuk Keperluan Perusahaan 

12.Peaturan Menter Dalam Negeni Nomor 3 Tahun 1987 tentang 
Peryediaan dan Pemberian Hak Ate Tanah Urtuk 
KeperluaPerusahaan, Perbangunan den Perukiran, 

13.Keputusan Menteni Dalam Negen Nomor 4 Tahu 1997 tentang 
peryidirk Pegawai negeni Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah, 

14.Keputusan Menteri Dalam Negeni Nomor 174 Tahun 1997 
tentang Pedoman tata care Perrungutan Retribusi Daer8h 

15.Keputusan Menteni Dalamn Negeni Nomor 17 Tahun 1997 
tentang Tata cara pemeriksaan Di/bidang Retribusi Daera/ 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat ll Jepara Nomor 6 
Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipit Di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat IM Jepara, 

Dengan Persetujan 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAE RAH 

KABUPATEN JEPARRA 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan PERAT'URAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TEN TANG 
LIN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAN PERTANIAN KE NON 
pERANIAN 
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KETENTUAN UMUM 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan 

Daerah adalah Daerah Kabupaten Jepara, 

2 Peerintah Daerah adalah Pererintah Kabupaten Jepara 

3. Bupati adelah Bupati Jepara; 

4, Tenah pertarnian adalah tanah yang dipergunakan untuk usaha 
pertanian dalamn arti luas mencakup persgwahan, hutan, penikanan, 
perkebunan dan jenis penggunaan lainnya yang diktakan sebagai 
usaha pertanian, 

5. Tanah Non Pertanian adaleh tanah yang dipergunakan untuk 
perukimnan/perumahan, Industri/perusahaan, jasa dan usaha sosial 

Perubahan Tanah Pertarian ke Non Pertanian adalah perubatan 
status permanfaatan dart tanah pertanian ke non pertanian yang 
bersifat permanen yang luasnya tidak melebihi 1 (satu) hektar dan 
tidak beririgasi teknis, 

7 fin Perubahgn Penggunaan Tanah Pertanian Ke Non Pertarian 
adalah lzin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan untuk 
menu/bah status peranfaatan1 ta0ah pertaian ke non pert.an/an' 

8 peizinan Tertentu adaah kegiatan tertentu Pererintah Daeraht 
dalam rangka pemberian lzin kepada orang pribadi atau badan yang 
dimaksudkan untuk permbinaan, pengaturan, pengendalian dan 
pengawas.an atas kegiatan, permanfaatan ruang, penggunaan sumber 
daya alamn, saran atau fasilitag tertentu guna melindungi 
epentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan 

9. Retribusi lzin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non 
Pertanian yang selanjutnya disebut Retribugi Deerah adalah 
pembayaran atars pemberian izin perubahan penggunaan tanah 
pertanian e non pertaian 

10.Badan adalah sekurpulan orang daratau modal yang merupakan 
kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan 
usaha yang melipu Perseroan Terbates, Perseroan Komanditer, 
Perseroan Lainnya, Badan Usaha Miik Negara atau Daerah dengan 
nama dan bentuk apapun, Firra, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, 
persekutuan, perkurpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi 
sosisl politik atau organisasi yang sejenis, lerbaga, bentuk usaha 
tetap serta bentuk Badan lainnya, 

11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD 
adalah surat keputusan yang menentukan besarrya jurlah retribusi 
yang terhutang, 
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KETENTUAN UMUM 

Pasal 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan 

2 Peerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jepara, 

3. Bupali ad/ah Bupati Jepara; 

4 Tenah Pertarnian adalah tanah yang dipergunakan grtuk usaha 
pertanian dalarn arti luas menakup persawshan, hutan, penikanan, 
perkebunan dan jenis penggunaan lainnya yang dikgtaka sebagai 
usaha pertanisn; 

5 T8ah Non Pertanian sdaleh tanah yang dipergunakan untu 
perukirmnar/perurmahan, Industri/perusahaan, jasa dan us.aha osial; 

6 Peeubahan Tarah Pertarian ke Nan Pertanian adalah perubathan 
status penanfaatan dai tarah pertanian e non pertain y00 
bersifat permanen yang luasnya tidak relebihi 1 (satu) hektar den 
tidak beririgasi teknis, 

7 in Peruoahan Pegounaa Tana Pertain Ke "eni 
adalah lzin yang diberikan kepada orang pribai atau badan untuk 
menu/bah status pera0faatan1 ta0ah pert.a8ian ke non pertain, 

g perizinan Tertentu adalah egitan tertentu Pererintah D 'ah 
dalam rangka pemberian lzin kepada orang pnibad atau bade yang 
dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan 
pengawagar atas kegiatan, pernanfaatan ruang, pengqunaan sumber 
daya alamn, saran atau fasilit.as tertentu guna melindung 
kepentingan umum dan meniage kelestarian ingkungan, 

9. Retribusi lzin Perubahan Penggunaa Tanah Pertanian le Non 
Pertanian yang selanijutnya disebut Retribugi Deerah adalah 
pembayaran atars pemberian izin perubahan pengunaan tanah 
pertanian e non pertaian, 

10.Badan adalah sekurpulan orang darVatau model yang merupakan 
kesatuan baik yang melakukar saha maupun yang tidek melakukan 
usaha yang melipu Perseroan Terbatas, Perseroan Kmanditer, 
Perseroan Lainnya, Sadan Lsaha Ai.k Negara tau ¥ ah dengan 
nama dan bentuk apapun, Firms Kongsi, Koper; , Deane Pensiun, 
persektuan, perorpuin, ya8has masa, organisesi 
gosisl politik atau organisasi yang sejenis, lerbaa, bentuk usaha 
tetap serta bentuk Badan lainnya, 

1t.Surat Ketetapan Retribusi Deerah yang selanjutrya disingiat SKRD 
adalah surgt keputusan yang menentuks besarrya jurlah retribusi 
yang terhutang 
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12. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STD 
adalah surat untuk melakuk.an tagihan retribusi dan atu sanksi 
administrasi berupa bunga dan atau denda 

BAB IL 

KETENTUAN DAN TATA CARA PERI2INAN 

Pasal 2 

(1) Setiap orang pribadi at@u badan yang akan mengadakan perbahar 
ponggunaan tanah pertanian ke non pertenian wajib memperoleh 
izin terlebih dahulu dari Bupati 

(2) Dalam pemberian iin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
terlebi/h dahulu diteliti oleh Paritia Petimbangan Perubahan 
Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian yang dituangkan 
delamn Berita Acare 

(3) Untuk mendapatkan izin sebagaiarana dimnaksud dalam ayat (1) 
dikernakan retribusi daerah 

(4) Tata cara dan syarat-syarat pemnberian zin seb8gaimana dimaksud 
dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati 

RETRIBUSI 

Bagian Pertama 

Nara, Obyek, Subyek dan Wajib Retribusl 

Pasal 3 

Dengan nama Retribusi lzin Perubahan Pengunaan Tanah Pertanian 
Ke Non Pertanian dipungut Retribusi Derah sebagai pembayaran at.as 
Pemberian lzin kepada orang pribadi atau baden untuk mengadakan 
perubahan Penggunaan Tarah Pertanian Ke Non Pertanian dale 
Wayah Daerah 

Pgsal 4 

byek Retribusi adalah pemberian lzin Perubahan Penggunaan Tanat 
Pertanian Ke Non Pertanian 

Pesal 5 

Sulek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh lzin 
Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian Ke Non Pertanian 
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12. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat ST#RD 
adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi 
administrasi berupa bung dan atau denda 

BAB Il 

KETENTUAN DAN TATA CARA PERIZINAN 

Pasal 2 

(1) Setiap orang pribadi atu baden yang akan mengadakan perubahar 
penggunaan tanah pertarian ke non pertanian wajib memperoleh 
izin terlebih dahulu dari Bupati 

(2) Dalam pemberian izin sebagaimana dimnaksud dalgm ayat (1) 
tertebih dahult diteliti oleh gritis Pertimbangan Perubahan 
Penggunaan Tanah Pertarian ke Non Pertanian yang dituangkan 
dalamn Berita Adara 

(3) Untuk mendapatkan izin sebagaiarana dimnaksud dalam ayat (1) 
dikernakan retribusi daerah 

(4) Tata cara dan syarat-syarat pemnberian zin gebegaimana dirak.sud 
dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati 

RETRIBUSI 

Bagian Pertama 

Nara, Obyek, Subyek dan Wajib Retribusi 

Peal 3 

Dengan narna RRetribusi lin Perubaha Penguraan Tanah etanian 
Ke Nan Pertanian dipungut Retribusi Deerah sebagai pembayaran at.as 
Pemberian lzin kepada orang pribadi atau badan untuk mengadakan 
perubahan Penggunaan Tarah Pertanian Ke Non Pertarian dalgen 
Wilayah Daerah 

Pgsal 4 

Obyek Retribusi adalah pemberian tzin Perubahan Penggunaan Tanah 
Pertanian Ke Non Pertanian 

Pasal 5 

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh lzin 
Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian Ke Non Pertanian 
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Pasal 6 

Wajib Retribusi Deerah adalah orang pribadi atau badan yang diowajban 
melgkukan pembaryaran atas pelayanan pemberian tin Perubahan 
Penggunaan Tarah Pertanian Ke Non Pertanian 

Bagian Kedua 

Golongan Retribusi 

Pasat 7 

Retribusl lzin Perubehan Pengguroan Tarah Pertanian ke Non 
Pe taian termasuk golongar retribusi perizinan tertentu 

Bagia Ketiga 

Cara mengukur Tingkat Penggunaan Jass 

Pasal 8 

Ting/at penggunaan jasa diukur berdasarkan Nilai Jual Obyek Pajak 
(NOP) dan luas tanah yang diink.an 

Bagian Keempat 

rinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif 

Pasal 9 

(1) Prinsip dan gas&ran dalam penetapan gtruktur dan besarmnya tarif 
retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian 8tau 
sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin 

(2) Biaya sebagaimana dirnaksud dalam ayat (1) meliputi korponer 
biaye pendaftaran, administrasi, operasional dan biaya lain yang 
timbul sebagai akibat dari perberian izin 

Bagi@n Kelima 

Struktur dan Besamnya Tarif Retribusi Daerah 

Pasal 10 

Struktur dan besarrya tarif retribusi ditentukan sebagai berikut 

a. Untuk lzin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke non 
Pertanian yang dipergunakan untuk kepentingan 
pemukiman/perumahan sabesr 1% (gatu prosen) per N darn N.JOP 
yang dimohonkan iin, 
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Wajib Retribusi Deerah adalah orang pribadi atau badan yang diowajban 
melgkukan pembaryaran atas pelayanan pemberian tin Perubaha 
Penggunaan Tarah Pertanian Ke Non Pertanian 

Bagian Kedua 

Golongan Retribusi 

Pasal T 

Retribusl lzin Perubehan Pengguroan Tarah Pertanian ke Non 
Pertaian termasuk golongar retribusi perizinan tertentu 

Bagian Ketiga 

Cara mengukur Tingkat Penggunaan Jass 

Pasal 8 

Ting/at penggunaan jasa diukur berdasaran Nilai Jual Obyek Pajak 
(NOP) dan luas tanah yang diink.an 

Bagian Keempat 

peesip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarra Tarif 

Pasal 9 

(1) Prinsip den gssaran dalam penetapan gtruktur dan besamnya tarif 
retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian 8tau 
sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin 

(2) Biaya sebagairmana dirnaksud dalamn ayat (1) meliputi korponen 
biaye pendaftaran, administrasi, 0perasional dan biaya lain yang 
timbul sebag.ai akibat dai permberian izin 

Bagi@n Kelira 

Struktur dan Besamnya Tarif Retribusi Daerah 

Pasal 10 

Struktur dan besarrya tarif retribusi ditentukan sebagai berikut 

a. Untuk lzin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke non 
Pertanian yang dipergunakan untuk kepentingan 
pemukiman/perumahan sabesr 1% (gatu prosen) per dani N.JO 
yang dimohonkan iin, 
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• 
b. Untuk lzii Perubahan Pengunaan Tarah Pertanian ke non 

Pertanian yang dipergunakan untuk kepentingan industr/perusahaan 
sebesar 2% (dua prosen) per M' dani NJOP yang dimnohonkan izin, 

¢ Untuk lain Perubahan Penggun@an Tarah Pertanian ke non 
Pertarian yang dipergunakan untuk kepentingan $ogial, lembagad 
keagamaan, kemasyarakatan sebesar 5% (setengah prosen) per 
dari NJOP yang dimohonkan iin, 

d. Untuk lzin Perubahan Peng&unaan Tanah pertanian ke Nor 
Pertanian yang dipergunakan untuk kepentingan pererintath 
besarnya tarif ditentukan sesuai dengan fungsi penggunaanny8 

Bagian Keenar 

Saat Retribusi Terutang 

Pasal 1f 

Retribusi terutang terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain 
yang dipersamakan 

Bagian Ketujuh 

Wava.h Perungutan 

Pasat 12 

Retribusi Daerah dipungut di wilaryah Daerat 

Bagian Kedelapan 

Tata Cara Pemungutan 

Pasal 13 

(1)Pungutan Retribusi Daerah tidak boleh diborongkan 

(2) RRetribusi Daerah dipungut dergan mer1g9unakan SKRD atau 
dokumen lain yang dipersamakn 

Bagian Kesembilan 

Tata Cara Pembayaran 

Pasal 14 

(f) Peebayaran retribusi yang terhutang harus dilunsi gekaligus 
diruk.a 

(2) Pembayaran retribusi Daerah dilakukn di Kas Daerah atau tempat 
lain yang ditunjuk ssuai waktu yang ditentukan deng8n 
menggunakan SKR &tau dokurhen lain yang dipersamakan. 

• 
b. Untuk lzin Perubaha Penggunaan Tarah Pertanian ke on 

Peay.8hn mo pets"v=an sebesar 2% (dua prosen) per M' dani NOP yang dimnohonkan iin; 

Untuk lzin Perubahan Penggunagn ah Pertanian ke non 
Pertain yang pergunaan ontok epent@nan s"_""o 
keagamaan, kermasyarakatan sebesar 5% (setengah prosen) per 
dari NOP yang dimohonkan iin, 

d.Untuk Lin Pertubahain Peng&unaa Tarah pertanian ke Non 
Pertanian yang dipergunak.an untuk kepentingan pererintath 
besarnya tarif ditentukan sesuai dengan fungsi pengqunaanny8 

Eagian Keenan 

Saat Retribusi Terutang 

Pasal 1f 

Retribusi terutang terjadi pada saat ditetapkan S&RD tau dokumen lain 
yang dipersamakan 

Bagian Ketujuh 

W.ayah Perungutan 

Pasal 12 

Retribusi Daerah dipungut di wilaryah Daerat 

Bagian Kedelapan 

Tata Cara Pemungutan 

asal 13 

(1)Pungutan Retribusi Daerah tidak boleh diborongkan 

(2) RRetribusi Daerah dipungut dengan mer1ggunakan SKRD atau 
dokumen lain yang dipersamaka 

Bagian Kesemnbilan 

Tata Cara Pembayaran 

Pasal 14 

(f) Pemnbayaan retribusi yang terhutang harus diduns gekaligus 
diruk.a 

(2) Pembayaran retribusi Darah dilakukan i Kas Daerah atau tempat 
lain yang diturnjuk sesuai waktu yang ditertukg dengan 
menggunakan SRO &tau dkurhen lain yang dipersamnak.an 
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(3) Dalamn hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka 

hasil penerimaan retribusi Daerah hanus. digetor ke Kas Dera 
gelarbat-lambatrye f y 24 jam atau dalamn waktu yang ditentukan 
oleh Bupati 

Bagian Kesepuluh 

Sanksi Administrasi 

Peasel 16 

Dalamn hal wajjb retribusi tidak membaryar tepet waktu atau kurang 
mermnbaya, dikernakan sanksi adminsitrasi berupa bunge sebesar 2 % 
(dua prosen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang yang tidak atau 
urang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD 

Bagian Kesebelas 

Tata Cara Penagihan 

Pasl 16 

(1)Pengel@ran Surat Teguran atau peringatan atu surat lain yang 
sejenis sebagai awal tindakgn pelaksanaan penagihan retribusi, 
dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo 
pembayaran 

(2) Dalam jangka waktu 7 (tuiuh) hant setelah tanggal surat teguran atau 
peringatan atau surat lain yang $ejenis, waj/b retribusi harus melunasi 
retribusl terhutang 

(3) Surat teguran atau peningatan atau surat lain yang sejenis 
gebagalmana dimaksud dalarm ayat (f) dikeluarkan oleh Pejabat 
yang ditunjuk. 

Pasal 17 

Bentuk formnulit yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan 
Retribusi Daerah sebagaimana dimnaksud dalam pas.al 16 ayat (1) akan 
ditetapkan oleh Bupati 

Bagian Keduabelas 

Pengurangan, Keringaran dan Pembebasan Retribusi Daerah 

Pas4l 18 

(1)8up@ti dapst memberikan pengurang.an, keringanan dan 
pembebasan retribusi Daerah 

' 
(3) Dalamn hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka 

hasil penerimaan retribusi Daerah hanus. digetor ke Kas Daera 
gelambat-lambatrya 1 x 24 jam atau dalamn waktu yang ditentukan 
oleh Bupati 

Bagian Kesepuluh 

Sanksi Administrasi 

Peasel 16 

Dalamn hal wajjb retribusi tidak membaryar tepet waktu atau kurang 
mermnbaya, dikernaka sanksi adminsitrasi berupa bunge sebesar 2 % 
(dua prosen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang yang tidak atau 
urang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD 

Tata Cara Penagihan 

Pasl 16 

(1)Pengel@ran Surat Teguran atau peringatan atu surat lain yang 
sejenis sebagai awal tindakgn pelaksanaan penagihan retribusi, 
dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo 
pembayaran 

(2) Dalam jangka waktu 7 (tuiuh) hant setelah tanggal surat teguran atau 
peringatan atau surat lain yang $ejenis, waj/b retribusi harus melunasi 
retribusl terhutang 

(3) Surat teguran atau peningatan atau surat lain yang sejenis 
gebagaimana dimaksud dalarm ayat (f) dikeluarkan oleh Pejabat 
yang ditunjuk. 

Pasal 17 

Bentuk formnulit yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan 
Retribusi Daerah sebagaimana dimnaksud dalam pas.al 16 gyat (1) akan 
ditetapkan oleh Bupati 

Bagian Keduabelas 

Pengurangan, Keringaran dan Pembebasan Retribusi Daerah 

Pas4l 18 

(1)8up@ti dapst memberikan pengurang.an, keringanan dan 
pembebasan retribusi Daerah 
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(2) Tetacar pemberian pengurangan, keringanan dan pernbebasan 
retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat () ditetapkan 
0leh Bupati 

Bagian Ketigabelas 

Kadaluwrsa 

Pasal 1 

(1)Penagihan Retribusi Daerah, kadaluwarsa etelah melampaui jangka 
wa.ktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak saat terhutangnya retribus 
kecuall apabila wall/b retribusi melakukan tindak pidana di bidang 
retribusi 

(2 Kadaluwarsa penagihan retribusl sebgaimana dimaksud dalam ayat 
(1), tertangguh apabila 
a. Diterbitkan Surat Teguran, atau 
b. Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung 

maupun tidak lagsung 

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN 

Pasat 20 

Pelaksanaan an Pengwasa Peraturan Daerah ini dilakukan oleh 
Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati 

KETENTUAN PIDANA 

Pasal 2 

(1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketertuan Pasat 2 dipidana 
dengan pidana kurungan palaing lama 6 (enam) bulan atau denda 
paling baryak Ro. 5.000.00O,- (ima juta rupiah) 

(2) Wajib Retribusi Daerah yang tidak melaksanakan kewajiban sehingg8 
rerugian keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 
(enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlat 
Retribusi Daerah yang terhutang 

(3) Tindak pidana sebagaimane dimaksud dalam ayat (1) adalah 
pelanggaran 

$ 

(2) Tetacar8 pemberian pengurangan, keringanan dan pernbebasan 
retribusi Daerah sebagaimana dirmaksud dalam ayat (1) itetapkan 
0leh Bupati 

Bag/an Ketigbelas 

Pasal 19 

(1)Penagihan Retribusi Daerah, kadaluwarsa setelah melampaui jangks 
waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, 
kecuall apabila wall/b retribusi melakukn tindak pidana di bidang 
retribusi 

(2 Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1), tertangguh apabila. 
a. Diterbitkan Surat Teguran, atau 
b. Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung 

aupurn tidak langsung 

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 20 

Pelasanaan da Pengawasa Perturan Daerah ini dilauk.an oleh 
Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati 

KETENTUAN PIDANA 

Pasa 2 

(f)Setiap orang atau badan yang melanggar ketertua Pasal 2 dipidana 
dengan pidana kurungan palaing lama 6 (enam) bulan atau denda 
paling baryak RD. 5.000.00O,- (limna juta rupiah) 

(2) Wajib Retribusi Daerah yang tidak melaksanakan kewajiban sebing9a 
rerugian keuangan Daerah diancamn pidana kurungan paling lama 6 
(enamn) bulan atau denda paling baryak 4 (empat) kall jurlat 
Retribusi Daerah yang terhutang 

(3) Tindak pidana sebageimana dimaksud dalamn ayat (1) adalat 
pelanggaran. 
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PENYIDIKAN 

Pasal 22 

(1) Pej@bat Peg#wal Negeni Sipill tertentu di lingkungan Pemerintat 
Daerah diberi wewenang khusus sebagai peryidik untuk melakukan 
penyiikan tindak pidana di bidang retribusi daerath 

(2) Wewenang peryidik sebagairnana dimnaksud dalam ayat (1) adalat 

a. Menerime lap0ran atu pengaduan dai seseorang tentang 
adanya tindak pidang 

b. Melakukan tindakan pertarmn pads saat itu ditempat kejadian 
dan melakuk.an peek.Saa7 

• Menyuruh berhenti seseorang Tersangka dan memeriksa tanda 
pengenal dirt tersangka 

d Melakukan peryitan benda dan atau surat 

e. Menagmbill sidik jari dan memotret tersangka 

f. Meranggit orang untuk diden.gar dan diperiksa sebagal 
Tersangka atau Saksi 

g Mendatangkan orang ahli dalam hubunganoya dengan 
pemeriksaan perkara 

h. Mengadakan penghentian penyidikan getelah mendapat 
petunjuk dai peryidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau 
peristiea tersebut bukan merupakan tindak pidana dan 
gelanjutnya melalui penyidik memberitahuken hal tergebut 
kepada Peruntut Urum, Tersangka tu Keluarganya; 

Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat 
dipertangungiarwabkan 

(3) Peryidilk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan 
dimnulainya perryidirk.an qan mnenyarnpaikan has/l penyidikan kepada 
penuntut urmum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 "shun 
1981 tentang Hukum Acara Pidana 

BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 23 

Hal - hal yang belurmn diatur delam Peraturan Daerah ini sepanjang 
mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih laniut oleh Bupati 

• 

PENIDIKAN 

Pasal 22 

(1) Pejabat Peg#wai Negeni Sipill tertentu di lingiungan Pemerintah 
Daerah diberi wewenag khusus sebagai peryid.k untuk melakukan 
pernyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah 

(2 Wewenang peryidik sebagairang dirnaksud delamn ayat (1)adalah 

a. Menerima laporer at peg&du di seseorang tentang 
adaya tindak pidana 

b. Melakukan tindakan pertare pads sat itu ditempat kwjafan 
dan melark.u.an peen.Saa 

Menyuruh berhenti seseorang Tersargka dan memeriksa tanda 
pengenal dirt tersangk.a, 

d Melakukan peryit&an bende dan tau surat 

e. Menagmbill sidik jari dan memotret tersangka, 

t Meranggil orang untuk didengar da diperils.e sebag4i 
Tersangka atau Saksi; 

g Mendatangkan orang ahli dalan hubungannye dengan 
pemeriksaan perkara 

h. Mengadakan penghentian perryidi.an setelah mendapat 
petunjk dai penyidik bahws tidal terdapat cukusp bukti at.au 
peristiea tersebut bukan rerupakan tindak pidaa dan 
gelanjutnya melalui penyidik mer.beritauk.a heal tergebut 
kepeda Peruntut Uram, Tersangka tu Keluarganya, 

Melakukan findakan lain menurut hukumn yang dapat 
dipertangungiawa.bken 

(3) eyidik sebagaimana dimak.sud dalamn ayat (1) merrberitahula 
dimnulainya peryii.kan den menyarpeikan has.ill peryidian kepada 
penuntut urmum sesuai dengan Undang-Undang Noor$ Tghun 
1981 tentang #ukum Acara Pidang 

BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 23 

Hal hat yang belumn dislur delgmn Pergturan Daerah ini separnjang 
mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lajut oleh Bupet 
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SEXiETARE DAEMH KABUPATTN JEPARA
YangilaFlmku.Tuos

/1"-1 _

Dengan berlakurye Peraturan Daerah ini, rake Persturn Daerah 
Kabupaten Daerah Tingkat l Jepara Nomor 5 Tahun 1994 tentang lzin 
Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian Di Kabupaten Daerah Tingkat 
l Jepara, dinyatakan tidak berlaku lagi 

PAsal 25 

Peraturan Daerah ini mulai beriaku pada tanggal diundangkar 

Agar setia orang dapat mengetahuinya, memerintahkgn Pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembarn Daerah 

Disahkan di Jepara 
pada tanggal 28 Februal 2002 

HENDRO MAR TOJO 

Diundangkn di Jepara 
pada tanggal 28 Pebrua\ 2002 

SEKRE TARRIS DAE AH KABUPATEN JEPARA '·�-�·· 
SIS\WANT9. S.S0. MM 

Pembina Tk. I 
NIP 010088630 

Asisten Administrasi 

LEMBAAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 20O2 NOMOR f 

Dergan berlakurye Peraturan D¥ rah iri, make ergturs Dae rah 
Kabupaten Daerah Tingkat l Jepara Nomor 5 Tahun 1994 tentang lzin 
Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian Di Kabupaten Daerah Tingkat 
l Jepara, dinyatakan tidak berlaku lagi 

Pase 25 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tang9al diundangkan. 

Agar setis orang dapat mengetahuinya, memerintahkgn Pengundanga 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalamn Lembarn Daerah 

Disahkan di Jepara 
pada tanggat 28 Februan 2002 

HENDRO MAR TOJO 

Diundangkn di Jepara 
pada targgal 28 Pebrua\ 2002 

SEKE TARRIS DAE AH KABUPATEN JEPARA 

''"i='-""' 
SIS\WANT9. S.S0 MM 

Pembina Tk. I 
NIP 010088630 

Asisten Administrasi 

LEMBAAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 20O2 NOMOR f 
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA 
NOMOR 1 TAHUN 20O2 

TEN TANG 

ZIN PERUBAHAN PENGGUNAAN 
TANAH PERTANIAN KE NON PERTANLAN 

PENJELASAN UMUM 

Ketersediaan lahan perumahan, tempat berusaha dan kegiatan sosial 
selama ini dirasakan tidak sebanding dengan kebutuhan mnasyarakat akan heal 
tersebut, Sehingga sering mengakibatkan adanya penggunaan tanah pertanian 
untuk mencukupi kebutuhan dimaksud 

Untuk melindungi dan mengendalikan penggunaan tanal pertanian yang 
tidak sesuai dengan peruntukannya yang pada akhirnya dapat mengganggu 
usaha peningkiatan produksi pangan dan merusak kelestarian alam serta 
lingkungain hidup, perlu mengadakan pengaturan dan perizinannya yang 
dituangkan dalam Peraturan Daerah 

Selanjutnya dalamn pelaksanaannya, pemberian izin perubahan 
penggunaan tanah pertanian ke non pertanian tersebut memperhatikan Rencana 
Umum tata Ruang Kota dengan Kedalaman mateni Rencana Detail Tata Ruang 
Kota masing-mnasing Kecamatan gesuai dengan lokasi tanah yang diubah 
penggunaannya, serta hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum lainnya 

IL. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 std 12 

Pasal 13 ayat (1) 

Ayat (2) 

Pasal 14 s/d 25 

cukup jelas 

yang dimnaksud tidak dapat diborongkan adalah bahwa 
seluruh proses kegiatan pungutan Retribusi daerah 
tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga, namun 
dirungkinkan adanya kerja sama dengan pihake ketiga 
dalam proses pemungutan retribusi antara lain 
penoetakan formulir pengiriman urat-Surat kepada 
wajib retribusi, atau menghimpun data Obyek retribusi 
dan Subyek retribusl 
Kegiatan yang tidak dapat dikerjasarmaken dengan 
pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya 
retribusi terutang, pengarwas.an, penyuluhan retribusi 
dan penaian retnibus/ 

Yang dirnaksud dokurmen lain yang dipersamakan 
adalah kuitansi. 

cukup jelas 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 

PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA 
NMOR 1 TAHUN 20O2 

TENTANG 

ZIN PERUBAHAN PENGGUNAAN 
TANAH PERTANIAN KE NON PERTANIAN 

PENJELASAN UMUM 

Ketesediaan lahan perumahan, tempat berusaha dan kegitan se l 
selamna ini dirasak.an tidak sebanding 0en1g8n kebutuhen mn@ya8k.at ak.an hel 
tersebut, Setingga sering mengakibatk.an adanya penggunaan tanah pertaian 
untuk mencukupikebutuhan1 dial.sud 

Untuk melindungi dan mengendalian penggunaan tanah pertanie yang 
tidak sesuai dengan peruntukannya yang pada akhirnya dapat mengganggu 
usaha penigkiatan prouks pagan an mervsak lest""""" serta 
lingkungain hidup, perlu mengadak.an pengaturan dan periinannya yang 
dituangkan dalam Peraturan Daerah 

Selanjutnya dalamn pelaksanaannya, pemberian iin perubahen 
penggunaan taah pertania e non pertanian tersebut mnempertati.a Rena-a 
Umum tata Ruang Kota dengan Kedalaman rateri Rencana Detail Tata Rung 
Kota masing-mnasing Kecamatan sesuai dengan lokasi tanah yang diubah 
penggunaannya, serta hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum lainnya 

IL. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 std 12 

• 

asal 13 ayat (1) 

Ayat (2) 

Pasal 14 s/d 25 

yang dimnaksud tidak dapat diborongkan adal.eh bahwee 
seluruh proses kegiatan punguta Retribusi daerah 
tidak dapat digerahkan kepede pihak ketiga, narun 
must"esaoya one same enon pita etoe 
dalam proses pemungutan retribusi antara lain 
penoetakan formulir, pengiriran $urat-$urat kegad 
wail.b retribusi, atau menghirpun data Obyek retribusi 
dan Subyek retribus 
Kegiatan yang tidak dapat dikerjarsmakgn denga 
pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besany.a 
retribusi terutang, pengarwas.an, penyuluhan retribusi 
darn penai.an retribusi. 

cukup jelas 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOOR f 


